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BAB II 

TINDAK PIDANA TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI 

A. Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Konsep hukum indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam 

menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak 

pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. 

Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “straf 

baar feit” atau delict. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak 

pidana :21 

“Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan 

yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan 

menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau 

rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang 

dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana 

diadakan tindakan penghukuman.” 

 

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di 

atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau 

 
       21 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2003, 
hlm 53,  
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delik. Mengenai arti straf baar feit perlu juga diketahui pendapat para 

sarjana, yakni :22 

“Menurut Van Hamel, straf baar feit adalah kelakuan orang yang 

dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut 

dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.” 

Selain pengertian di atas, seorang ahli juga mengemukakan pendapatnya 

mengenai pengertian hukum, yakni :23 

“Menurut simon straf baar feit adalah kelakuan atau hendeling yang 

diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang 

berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu 

bertanggungjawab.” 

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu 

pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu :24  

“Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk 

memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka 

bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian 

terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan 

untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan 

pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan 

pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di 

sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang 

 
       22 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,1983, hlm 56  
       23 Ibid.  
       24 Ibid, hlm. 37  
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mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda straf 

yang dapat diartikan sebagai hukuman.” 

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan 

istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau Verbrechen atau 

misdaad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari 

pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana, 

yaitu sebagai berikut :25 

“Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang 

dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian 

kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh 

undangundang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya 

Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau 

tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang 

berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari 

masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah 

“perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, 

yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan 

tersebut.” 

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan 

”strafbaarfeit” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa 

yang dimaksud dengan perkataan strafbaarfeit, sehingga timbullah di dalam 

doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud 

dengan strafbaarfeit tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan 

Pompe. 

 
       25 Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks 

KUHAP. Bina Aksara, Jakarta, 1987,  hlm 137  
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Hamel mengatakan bahwa :26 

“Strafbaarfeit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang 

dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut 

dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan” 

Sedangkan pendapat Pompe mengenai Strafbaarfeit adalah sebagai 

berikut :27 

“Strafbaarfeit itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma 

yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.” 

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa : 

“Istilah hukuman yang berasal dari kata straf  ini dan istilah dihukum 

yang berasal dari perkataan wordt gestraft, adalah merupakan istilah 

konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan 

menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk 

menggantikan kata wordt gestraft. Jika straf diartikan hukuman maka 

strafrecht seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya 

dikatakan oleh Moeljotno bahwa dihukum berarti diterapi hukuman baik 

hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau 

akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada 

pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum 

perdata.” 

Menurut Sudarto, bahwa :28 

 
       26 Op.Cit, Moeljatno, 1987, hlm 38  
       27 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung. 1984, hlm. 173-174  
       28 Sudarto, Hukum Pidana 1 A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 

1990/1991.  hlm. 3  
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”Penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan 

sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukum 

(berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya 

menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum 

perdata.” 

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah :29 

“Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut 

Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan 

ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara 

kepada pembuat delik itu.” 

Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa :30 

“Pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang 

yang telah dipidana karena suatu kejahatan.” 

Dengan menyebut cara yang lain Hart mengatakan bahwa pidana harus 

:31 

a. Mengandung penderitaan atau konsenkuensi-konsekuensi lain yang 

tidak menyenangkan;  
 

       29  Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung. 1985. hlm. 22 
       30 Ibid.   
       31  Ibid, hlm 23. 
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b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar 

melakukan tindak pidana;  

c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan 

hukum;  

d. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana; dan 

e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan 

suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut. 

Sejalan dengan perumusan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas 

Alf Ross mengatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang :32 

a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan 

atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tak menyenangkan;  

b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 

mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); dan  

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak 

pidana menurut undang-undang. 

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas 

tiga suku kata yaitu, straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar 

diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, 

peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang 

 
       32  Op. cit., Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992.  hlm. 4. 
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Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari 

starbaarfeit tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya 

disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata delictum. 

Sudarsono menjelaskan bahwa :33 

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 

merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)” 

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, 

sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang 

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan 

pidana.  

Wirjono mengatakan bahwa :34 

“Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana 

pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni pasal 12 (1). 

Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih 

menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan 

manusia maupun oleh gejala alam”. 

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa :35 

 
       33  Sudarsono, Kamus Hukum Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.12. 
       34  Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 

2003, hlm. 33. 
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“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan 

diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan 

yang bersifat aktif dan perbuatan yang berifat pasif.” 

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu :36 

“Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya 

dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki dengan 

mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum.” 

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat 

dirumuskan sebagai berikut :37 

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang 

dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang 

pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu 

demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.” 

Definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum di 

atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tinda pidana adalah 

perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan 

perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan tersebut 

 
       35 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 49  
       36  Jan Remelink, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia), 
Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 61 
       37 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 
182.   
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diancam dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan oleh pelaku. 

Menurut Satochid perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana 

apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut 38: 

“Harus merupakan suatu perbuatan manusia, perbuatan tersebut dilarang 

dan diberi ancaman hukuman, baik oleh undang-undang maupun 

peraturan perundang-undangan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan 

oleh orang yang dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan 

tersebut.” 

Tindak Pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam 

menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas 

dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. 

Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan 

mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan 

bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika 

tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan. 

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, 

karena :39 

 
       38 Satochid, Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa, Alumni, Bandung, hlm. 65.   
       39  Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 231. 
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a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana; 

b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delikdelik khusus 

yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati; 

c. Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan perbuatan 

pidana juga menggunakan delik;  

d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang 

diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana 

ekonomi Indonesia; dan 

e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “Peristiwa Pidana”. 

Teguh Prasetyo mengatakan berdasarkan rumusan tindak pidana 

memuat syarat-syarat pokok sebagai berikut :40 

a. Suatu perbuatan manusia;  

b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

undang; dan 

c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni 

pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan 

buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. 

 
       40  Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 

hlm. 48. 
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Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian strafbaarfeit, 

bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar 

dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut 

pandang masing-masing pakar. 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. 

Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. 

Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan 

memenuhi syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Sudarto, 

pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-

unsur tindak pidana sebagaimana tersebut :41 

“Dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah 

lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam 

arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum 

dalam Pasal 362 KUHP.” 

Menurut Lamintang, bahwa :42  

“Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan 

unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan 

obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-

unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan 

diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang 

terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur 

obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-

 
       41  Op. cit., Sudarto, 1990/1991. hlm. 43. 
       42  Op. cit., Lamintang, 1984. hlm. 183. 
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keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu 

harus dilakukan.” 

 

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :43 

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);  

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;  

c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 

misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, 

pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;  

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 

misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 

340 KUHP; dan 

e. Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam 

rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :44 

a. Sifat melanggar hukum;  

b. Kualitas si pelaku; dan  

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 

 
       43 Ibid.  
       44 Ibid.  
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Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur 

tindak pidana menurut Simons adalah :45 

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat 

atau membiarkan);  

b. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);  

c. Melawan hukum (onrechtmatig);  

d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staad); dan 

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsyatbaar 

persoon). 

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya 

unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah : 

a. Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;  

b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; dan  

c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan 

itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat ”openbaar” atau ”dimuka 

umum.” 

Selanjutnya unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah :46 

a. Orangnya mampu bertanggung jawab; dan  

 
       45 Op. cit., Sudarto, 1990/1991.  hlm. 32.  
       46  Loc. Cit, Sudarto, 1990/1991. 
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b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari 

perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu 

dilakukan. 

Van Hamel, menyatakan Stafbaarfeit adalah een weterlijk omschre en 

mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten. 

Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :47 

a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;  

b. Bersifat melawan hukum;  

c. Dilakukan dengan kesalahan dan  

d. Patut dipidana. 

E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk 

adanya pidana, dengan demikian usnur-unsurnya yaitu :48 

a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau 

membiarkan);  

b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat 

subyektif); 

c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; dan 

d. Diancam dengan pidana. 

 
       47 Ibid.  
       48 Ibid.  
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J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah 

perbuatan yang memenuhi rumusan delik :49 

a. Bersifat melawan hukum; dan  

b. Dilakukan dengan kesalahan. 

 

B. Tinjauan Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi 

1.  Pengertian Satwa Yang Dilindungi  

   Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai 

harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena 

faktor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan, dan kepemilikan 

satwa yang tidak sah. Menurut Pasal 1 ayat 5 UU No. 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa adalah 

semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, 

dan atau di udara. Sedangkan yang dimaksud dengan Satwa liar dalam pasal 1 

ayat 7 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, 

dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup 

bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat 

diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih 

 
       49 Loc. cit. Sudarto, 1990/1991. 
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mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh 

manusia. Satwa migran satwa yang berpindah tempat secara teratur dalam 

waktu dan ruang tertentu.50 

Satwa liar berpengaruh terhadap tanah dan vegetasi dan memegang 

peran kunci dalam penyebaran, pertumbuhan tanaman, penyerbukan dan 

pematangan biji, penyuburan tanah, penguraian organisme mati menjadi zat 

organik yang lebih berguna bagi kehidupan tumbuhan, penyerbukan dan 

pengubah tumbuh-tumbuhan dan tanah . Satwa liar juga berperan dalam 

perekonomian lokal dan nasional, nilai ekonomi satwa sebagai sumber daya 

alam sangat terkenal di wilayah tropik, terutama di Benua Afrika, dan hingga 

saat ini merupakan aset yang layak dipertimbangkan. Pemanfaatan satwa liar 

secara langsung ada beberapa macam, antara lain :51 

a. Perburuan tradisional untuk makanan yang biasa dilakukan oleh suku -

suku pedalaman; 

b. Perburuan tradisional seperti kulit yang biasanya digunakan sebagai 

bahan pembuat tas, baju/hiasan lain oleh penduduk asli; 

c. Mengumpulkan dan menjual beberapa jenis satwa liar; 

d. Menjual produk-produk dari satwa liar, seperti daging, kulit, ranggah, 

cula dan gading; 

 
       50 Cahyadi, Definisi Satwa Liar, http://cahyadiblogsan.blogspot.com/2012/04/definisi-satwa-
liar.html pada tanggal 5 Juli 2019 Pukul 13:50 WIB 
       51  Wiratno,dkk, Berkaca dicermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan 
taman Nasional, The Gibon Foundation, Jakarta, 2001, Hlm 106-107.   
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e. Berburu untuk tujuan memperoleh penghargaan (trophy); dan 

f. Melindungi satwa liar di taman nasional sebagai atraksi untuk 

wisatawan yang harus membayar bila akan melihat, meneliti, 

memotret atau mendekatinya. 

Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 ayat (1) membagi 

satwa dan tumbuhan dalam dua jenis yakni satwa dan tumbuhan yang 

dilindungi dan satwa dan tumbuhan yang tidak dilindungi, satwa dan tumbuhan 

yang dilindungi adalah satwa dan tumbuhan yan g dalam bahaya kepunahan dan 

yang populasinya jarang. Peraturan perundang -undangan yang khusus 

mengatur mengenai satwa dan tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang 

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, penetapan mengenai satwa atau 

tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Pasal 4, 5 dan 6 dalam Peraturan 

Pemerintah ini. 

2. Jenis-Jenis Satwa Yang Dilindungi 

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang 

Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa, secara umum di Indonesia dikenal ada 

236 Nama Satwa yang di lindungi yang terdiri dari jenis mamalia yaitu 

sejumlah 70, yakni : 

a. Aves 70 jenis; 
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b. Reptilia 30 jenis; 

c. Insecta 18 jenis; 

d. Pisces 7 jenis; 

e. Anthozoa 1; 

f. dan Bivalvia 13 jenis.  

Sedangkan di Gorontalo Sendiri dari 236 jenis satwa liar yang dilindungi, 

terdapat beberapa satwa liar yang sering ditemui yang terdiri dari Mamalia 

seperti :52 

a. Babirusa (Babyrousa Babyrussa); 

b. Monyet Hitam Sulawesi (Cynopithecus Niger); 

c. Kera Tak Berbuntut (Hylobatidae); 

d. Bajing Tanah,Atau Tupai Tanah (Lariscus Insignis) 

e. Monyet Sualwesi (Macaca Maura Atau Macaca Brunnescens); 

f. Tarsius (Tarsius Spp.); 

g. Aves Seperti Elang (Accipitridae); 

h. Burung Udang/Raja Udang (Alcedinidae); 

i. Rangkong (Bucerotidae), Burung Dara Mahkota (Goura Spp); 

j. Dan Burung Maleo(Macrocephalon Maleo).  

 
       52 Skripsi, Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan terhadap Satwa Yang Dilindungi(Online), 
diakses dari http://eprints.ung.ac.id/2737/5/2013-1-74201-271409184-bab2-29072013050938.pdf , 
pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 13:24 WIB. 

http://eprints.ung.ac.id/2737/5/2013-1-74201-271409184-bab2-29072013050938.pdf
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Semua jenis satwa yang ada digorontalo sebagaimana yang disebutkan, 

ada yang di peruntukan sebagai hewan peliharaan, ada juga yang di jadikan 

sebagai hewan buruan.53 

Beberapa alasan mengapa kepemilikan satwa yang dilindungi merupakan 

suatu tindakan yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain diantaranya, 

pertama memelihara satwa yang dilindungi berarti membahayakan kita dan 

anggota keluarga yakni dalam hal :54 

a. kemungkinan penyakit menular yang ada pada diri satwa tersebut, 

yang tanpa kita sadari seperti flu burung, anthrax, rabies dan penyakit 

lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia sela in penyakit juga 

ancaman serangan dari satwa tersebut karena walaupun jinak tetapi 

naluri sebagai binatang liar masih ada; 

b. Kedua memelihara satwa liar dilindungi identik dengan menyiksa dan 

menganiayanya yakni, dalam hal kebutuhan akan makanan yang 

terkadang tidak sesuai dengan pola makan alami dari satwa tersebut, 

kebutuhan akan ruang habitat, dan kebutuhan akan pasangan atau 

keluarga; 

 
       53 Ibid.  
       54 Ibid.  
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c. Ketiga memelihara satwa dilindungi menjadikan kita sebagai 

pengganggu masyarakat sekitar kita seperti kebisingan yang d 

itimbulkan oleh satwa dan bau yang ditimbulkan; 

d. Keempat memelihara satwa liar dilindungi merupakan pemborosan 

yakni, dalam hal, pemeriksaan rutin, anggaran untuk pakan dan 

kandang; dan 

e. Kelima memelihara satwa liar dilindungi berarti kita berperan merusak 

hutan dan masa depan manusia, tanpa kita sadari satwa yang kita 

pelihara mempunyai peranan yang penting dalam kelestarian hutan 

karena fungsinya sebagai penyeimbang pertumbuhan populasi dan 

membantu regenerasi hutan. 

3. Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi 

Adi O.S Harriej, menyatakan bahwa :55 

“Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang 

sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan 

pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pemidanaan juga 

adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan 

kejahatan dengan maksud agar tidak mengulangi perbuatannya.” 

Rumusan mengenai perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana 

perdagangan satwa liar yang dilindungi pada dasarnya mengacu kepada 

 
       55 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, 
hal.451.  
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peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya-upaya untuk 

pelestarian dan perlindungan satwa-satwa liar yang dilindungi yaitu Undang-

Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

dan Ekosistemnya yaitu dalam ketentuan :56 

a. Terkait langsung dengan satwa  

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk : 

1) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, 

memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang 

dilindungi dalam keadaan hidup;  

2) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan 

memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;  

3) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di 

Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;  

4) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, 

atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-

barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau 

mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat 

lain di dalam atau di luar Indonesia; dan  

 
       56 Ibid, halm 569.  



46 
 

 

5) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, 

menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang 

dilindungi. 

b. Terkait Dengan Ekosistem atau Habitat Satwa 

1) Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya menyatakan bahwa Setiap orang dilarang 

melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan 

keutuhan kawasan suaka alam; 

2) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya Ayat, yakni : 

a) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat 

mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona 

inti taman nasional. Ayat; 

b) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman 

nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas 

zona inti taman nasional, serta menambah jenis 

tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan 

c) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak 

sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain 
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dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman 

wisata alam. 

Objek tindak pidana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

adalah Satwa Liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 1999 tentang Jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan.57 

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi 

tercantum di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu :58 

a. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Satwa 

1) Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : 

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan 

Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda palingbanyak Rp. 200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah)” 

2) Pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : 

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan 

 
       57  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Perundang-Undangan Bidang 
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian LHK, Jakarta, 2015, hlm 289. 
       58 Nanda P Nababan, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan 
Satwa Liar Yang Dilindungi, Jurnal Hukum, hlm 10.  



48 
 

 

ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana paling 

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 

(seratus juta rupiah)”. 

b. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Satwa 

1) Pasal 40 ayat (3) yang menyatakan bahwa : 

“Barang siapa karena karena kelalaiannya melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 

Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. 

2) Pasal 40 ayat (4) yang menyatakan bahwa : 

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta 

Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 

(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah)”. 

4. Tujuan Pemberian Sanksi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang 

Dilindungi 

Tujuan dari ketentuan Pidana di atas adalah cara untuk menciptakan efek 

jera bagi para pelaku tindak pidana satwa. Efek jera ini diharapkan berlaku pula 

bagi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan terhadap 

satwa, sehingga mereka membatalkan niat dan kesempatan melakukan kegiatan 
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ilegal. Hal tersebut merupakan cara berpikir logis yaitu dengan menggunakan 

ancaman hukuman berat sebagai cara untuk menimbulkan efek jera dari pelaku 

yang terlibat di dalam tindak pidana kejahatan terhadap satwa.59 

 

 

 
       59  Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, “Beo Nias”, Edisi II 22 Juli 2019, hal. 23. 


